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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, 

bahwa rendahnya pembiayaan mudharabah merupakan permasalahan penting yang 

perlu dibahas. berbagai permasalahan dan solusi yang tepat perlu dicari untuk 

meningkatkan pembiayaan bagi hasil BMT syariah.  

Tujuan penelitian ini adalah 1) Bagaimana prinsip bagi hasil atas pembiayaan 

mudharabah di BMT NU Jombang Cabang Bareng? 2) Risiko apa yang dihadapi 

dalam pembiayaan mudharabah di BMT NU Jombang Cabang Bareng? 3) 

Bagaimana penanganan BMT NU Jombang Cabang Bareng untuk mengatasi 

pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sistem penelitrian 

deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sekunder dengan prosedur pengumpulan data melalui wawancara. 

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar 

akuntansi syariah di BMT-NU Cabang Bareng belum sesuai. Khususnya pada 

pembiayaan akad mudharabah tentang bagi hasil. untuk pembagian keuntungan 

memang sesuai dengan kesepakatan akan tetapi berbeda dalam hal kerugian. 

 

KATA KUNCI: Bagi Hasil, Resiko, Pembiayaan Bermasalah, dan Pembiayaan 

Mudharabah. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan dalam kehidupan suatu 

Negara adalah salah satu agen 

pembangunan (agent of development). 

Hal ini dikarenakan adanya fungsi 

utama dari perbankan itu sendiri 

sebagai lembaga yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kembali 

kemasyarakat dalam bentuk kredit atau 

pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim 

disebut sebagai intermediasi keuangan 

(financial intermediary function). 

Perbankan nasional memegang 

peranan dan strategis berkaitan dengan 

penyediaan permodalan 

pengembangan sektor – sektor 

produktif, lembaga perbankan hampir 

ada di setiap Negara karena perannya 

sangat penting, yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteran masyarakat 

dan perekonomian Negara. 

Seperti halnya bank konvensional, 

bank syariah berfungsi juga sebagai 

lembaga intermediasi (intermediary 

insuction), yaitu berfungsi untuk 

menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkannya 

dalam bentuk pembiayaan. 

keberaadaan bank syariah di tengah – 

tengah perbankan konvensional adalah 

untuk menawarkan system perbankan 

alternatif bagi masyarakat yang 

membutuhkan layanan jasa perbankan 

tanpa harus khawatir atas persoalan 

bunga. 

Persaingan antar bank dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

untuk menarik nasabahnya juga 

semakin tinggi. Berbagai penilitian 

menemukan bahwa perilaku nasabah 

dalam memilih bank syariah untuk 

tetap menjaga kualitas bagi hasil, yang 

diberikan kepada nasabahnya. nasabah 

penyimpan dana akan selalu 

mempertimbangkannya tingkat 

imbalan yang diperoleh dalam 

melakukan investasi pada bank 

syariah. Bila tingkat bagi hasil bank 

syariah terlalu rendah maka tingkat 

kepuasan nasabah akan menurun dan 

kemungkinan besar akaan 

memindahkan dananya ke bank lain.  

Perkembangan perbankan syariah 

dan lembaga keuangan syariah 

nonbank di Indonesia memang masih 

dikatakan belum lama. Namun, 

perkembangan dan pertumbuhan 

industri ini terus menunjukkan angka 

yang terus meningkat. Ini 

membuktikan bahwa masyarakat mulai 

sadar akan pentingnya bertransaksi 
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dengan prinsip syariah. Sampai saat ini 

tercatat ada 11 BUS, 141 BPRS, 16 

UUS, dan masih ada LKS nonbank 

lainnya, bahkan jumlah BMT sudah 

menembus angka 4000. Saat ini, tidak 

hanya lembaga keuangan syariah yang 

bersifat komersial saja yang 

berkembang, namun juga lembaga 

keuangan syariah yang bersifat nirlaba. 

Lembaga keuangan syariah komersial 

yang berkembang saat ini antara lain: 

Pegadaian Syariah, Pasar Modal 

Syariah, Reksadana Syariah, dan 

Obligasi Syariah. Sedangkan lembaga 

keuangan syariah nirlaba yang saat ini 

berkembang antara lain: Organisasi 

Pengelola Zakat, baik Badan Amil 

Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, 

dan Badan Wakaf. Bahkan lembaga 

keuangan mikro syariah seperti BMT 

(Baitul Maal at-Tamwil) juga turut 

berkembang sangat pesat di Indonesia. 

Konsep Baitul Maal at-Tamwil 

sebenarnya sudah ada sejak zaman 

Nabi Muhammad Saw. Cikal bakal 

lembaga baitul maal yang telah 

dicetuskan dan difungsikan oleh 

Rasulullah Saw. dan diteruskan oleh 

Abu Bakar ash-Shiddiq, semakin 

dikembangkan fungsinya pada masa 

pemerintahan Khalifah Umar bin 

Khattab sehingga menjadi lembaga 

yang regular dan permanen. Pendirian 

lembaga baitul maal ini dipusatkan di 

Madinah dengan pembukaan cabang-

cabangnya di tiap ibukota provinsi. 

Munculnya BMT sebagai lembaga 

mikro keuangan Islam yang bergerak 

pada sektor riil masyarakat bawah dan 

menengah menjadi salah satu lembaga 

mikro keuangan Islam yang dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Membangun hubungan antara Bank 

Syariah dengan kopontren yang berupa 

BMT adalah tujuan umum yang ingin 

diketahui oleh Bappenas untuk 

memperbaiki sistem lembaga keuangan 

pedesaan sehingga dapat melayani 

usaha kecil dari golongan masyarakat 

miskin pedesaan. 

Baitul Maal at-Tamwil (BMT) 

atau disebut juga dengan Koperasi 

Syariah merupakan lembaga keuangan 

syariah yang berfungsi menghimpun 

dan menyalurkan dana kepada 

anggotanya dan biasanya dalam skala 

mikro. BMT terdiri dari dua istilah, 

yaitu baitulmaal dan baitultamwil. 

Baitulmaal merupakan istilah untuk 

organisasi yang berperan dalam 

mengumpulkan dan menyalurkan dana 

non-profit, seperti zakat, infak, dan 

sedekah. Baitulmaal adalah lembaga 

keuangan yang kegiatannya mengelola 
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dana yang bersifat nirlaba (sosial). 

Baitultamwil merupakan istilah untuk 

organisasi yang mengumpulkan dan 

menyalurkan dana komersial. Dengan 

demikian, BMT memiliki peran ganda, 

yaitu fungsi sosial dan fungsi 

komersial. Dalam operasinya, BMT 

biasanya menggunakan badan hukum 

koperasi. Oleh karena itu, BMT sering 

disebut dengan koperasi jasa keuangan 

syariah. 

Kondisi kesehatan BMT dapat 

dilihat dari analisis laporan keuangan. 

Laporan keuangan perbankan menjadi 

sangat penting dan berpengaruh karena 

memberikan informasi terhadap 

pengambilan keputusan. Informasi dari 

laporan keuangan tersebut akan 

memenuhi harapan dari pihak-pihak 

pengguna. Sebagai salah satu lembaga 

keuangan, BMT perlu menjaga 

kinerjanya agar dapat beroperasi secara 

optimal dan dapat memenuhi harapan 

para nasabah dan pihak lain yang 

berkepentingan. Salah satu yang harus 

diperhatikan oleh BMT untuk dapat 

bertahan hidup adalah kinerja (kondisi 

keuangan) bank. Apabila kinerja 

keuangan BMT dapat berjalan dengan 

baik maka kinerja BMT juga dapat 

berjalan optimal untuk menghasilkan 

keuntungan atau bagi hasil terhadap 

nasabahnya. Musyarakah dan 

Mudharabah atau lebih dikenal dengan 

sistem bagi hasil adalah suatu bentuk 

perniagaan dimana pemilik modal 

menyetorkan sejumlah modal kepada 

pengusaha guna digunakan untuk 

usaha dengan keuntungan yang dibagi 

bersama sesuai kesepakatan kedua 

belah pihak, sedangkan kerugian 

ditanggung oleh pemilik modal. 

Pembiayaan merupakan aktivitas 

utama perbankan syariah karena 

berhubungan dengan rencana 

memperoleh pendapatan. Pembiayaan 

dibagi menjadi tiga prinsip yakni 

prinsip jual beli, bagi hasil, dan jasa. 

Dari ketiga prinsip pembiayaan 

tersebut, pembiayaan bagi hasil 

merupakan salah satu ciri pokok yang 

membedakan antara lembaga keuangan 

syariah dan konvensional. Pembiayaan 

bagi hasil didasarkan pada prinsip 

mudharabah dan musyarakah. 

Pembiayaan mudharabah merupakan 

pembiayaan yang modalnya berasal 

dari Bank Syariah sepenuhnya dan 

keuntungan dibagi berdasarkan nisbah 

yang telah disepakati, akan tetapi jika 

terjadi kerugian juga seluruhnya 

ditanggung oleh Bank Syariah. 

Sehingga dalam praktiknya 

pembiayaan ini mudah mengalami atau 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Hartono Gumelar I 14.1.02.01.0279 simki.unpkediri.ac.id  
Ekonomi – Akuntansi I I 7 I I 

rentan terhadap penyimpangan, karena 

sering kali pihak mudharib tidak 

melengkapi diri dengan akuntabilitas 

yang memadai dengan laporan 

keuangan yang auditable. Secara 

teoritis prinsip bagi hasil dan resiko 

merupakan inti atau karakteristik 

utama dari kegiatan perbankan syariah. 

Akan tetapi kegiatan pembiayaan bagi 

hasil dan resiko produk mudharabah 

dan musyarakah kurang diminati 

dalam kegiatan pembiayaan, hal ini 

bisa dilihat dari data diatas. hal ini 

disebabkan oleh karena tingkat resiko 

pembiayaan mudharabah yang tinggi 

dan pengembaliannya tidak pasti, 

padahal BMT merupakan lembaga 

bisnis, lembaga – lembaga 

intermediasi. Disamping itu BMT juga 

harus mengembalikan dana nasabah 

setiap saat. Semestinya BMT dengan 

nasabah harus memahami betul tentang 

filosofi pembiayaan musyarakah dan 

pembiyaan mudharabah, karena islam 

memberikan solusi yang adil bagi 

kedua pihak dengan prinsip 

pertanggung jawaban yang jelas, bukan 

hanya ingin mendapatkan keuntungan 

sendiri sementara pihak lain 

mengalami kerugian. 

Rendahnya pembiayaan 

mudharabah merupakan permasalahan 

penting yang perlu dibahas. berbagai 

permasalahan dan solusi yang tepat 

perlu dicari untuk meningkatkan 

pembiayaan bagi hasil BMT syariah. 

rendahnya pembiayaan bagi hasil 

cenderung merupakan masalah yang 

multi dimensi yang telah terjadi sejak 

lama dan tidak ada kecenderungan 

untuk berubah. implikasi dari tingginya 

pembiayaan non bagi hasil ini adalah 

terbentuknya persepsi publik bahwa 

BMT syariah tidak ada bedanyanya 

dengan perbankan konvensional. 

Persepsi yang demikian akan 

membentuk salah satu resiko reputasi 

tersendiri yang dikhawatirkan akan 

menimbulkan sinisme dikalangan 

masyarakat bahwa bisnis BMT Syariah 

hanya merupakan pergantian nama 

saja, sedangkan pola fakir pelakunya 

tetaplah konvensional. Oleh karenanya 

perlu adanya informasi secara 

komprehensif mengenai prinsip, resiko 

dan penanganan biaya secara 

mudharabah dan musyarakah terkait 

BMT. Permasalahan juga semakin 

penting karena kondisi yang demikian 

juga terjadi di Negara – Negara yang 

menerapkan dua bank, seperti 

Indonesia, Bangladesh, Malaysia.

 Berdasarkan identifikasi latar 

belakang di atas tersebut, penulis 
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tertarik untuk melakukan penilitian 

dengan judul “Analisis komprehensif 

prinsip bagi hasil, resiko dan 

penanganan pembiayaan 

bermasalah terhadap pembiayaan 

mudharabah (studi kasus BMT NU 

Syariah Jombang)”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Dilihat dari jenis datanya peneitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dan menggunakan teknik studi kasus. 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di 

BMT-Nu Cabang Bareng Jombang. 

Data yang digunakan yaitu data 

sekunder. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

KESIMPULAN 

1. Analisis kesesuaian prinsip bagi 

hasil pembiayaan mudharabah 

BMT-NU Cabang Bareng. 

Analisis pinsip bagi hasil pada 

BMT-NU Cabang Bareng. Sesuai 

dengan hasil wawancara dan 

observasi peneliti di lapangan, prinsip 

bagi hasil pembiayaan mudharabah 

sesuai dengan SOP yang 

diberlakukan BMT-NU Cabang 

Bareng. Kesesuaian tersebut antara 

lain: 

a. Hasil usaha (keuntungan) baru 

bisa digunakan secara pribadi 

saat telah atau pada saat sudah 

memasuki waktu (panen) 

yang telah ditentukan bersama 

saat perjanjian itu disepakati, 

dimana hasil usaha tersebut 

tidak boleh digunakan untuk 

kepentingan pribadi salah satu 

pihak sebelum waktunya. 

b. Prinsip presentase bagi hasil 

pembiayaan mudharabah 

untuk keuntungan antara 

shohibul dan mudharib, yaitu 

40% : 60%. Dimana 40% dari 

keuntungan untuk shohibul 

dan 60% untuk mudharib.  

c. Sedangkan presentase 

kerugian yaitu 60% 

ditanggung shohibul dan 40% 

ditanggung mudharib. 

Dimana untuk kerugian ini 

juga harus ditanggung 

bersama antara mudharib dan 

shohibul, entah kerugiaan itu 

dilakukan secara sengaja 

ataupun tidak oleh mudharib. 

Dalam menganalis pembiayaan 

mudharabah pada BMT-NU Cabang 

Bareng, peneliti membandingkan 

hasil temuan di lapangan dengan teori 

pembiayaan mudharabah yang 
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dikemukakan oleh Antonio (2001). 

Hasil dari analisis tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Akad kerja sama antara dua 

piihak dimana pihak pertama 

(shahibul maal) menyediakan seluruh 

modal, sedangkan pihak lain 

(mudharib) menjadi pengelola, 

dimana keuntungan usaha dibagi 

dalam bentuk presentase (nisbah) 

sesuai kesepakatan, sedangkan 

apabila rugi ditanggung oleh pemilik 

modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian si pengelola, 

seandanya kerugian itu diakibatan 

oeh kelalaian pengelola maka si 

pengelola harus bertanggung jawab 

atas kerugian tersebut. 

2. Analisis Resiko Pada Pembiayaan 

Mudharabah pada BMT-NU 

Cabang Bareng 

Mengevaluasi dan menganalisa 

risiko yang dapat merugikan dalam 

hal pembiayaan mudharabah untuk 

meminimalisir kerugian yang 

mungkin saja terjadi dalam 

pembiayaan mudharabah 

Resiko yang bisa saja terjadi 

dalam pembiayaan mudharabah pada 

BMT-NU Cabang Bareng yaitu ada 

beberapa macam, diantaranya:  

 

a. kebangkrutan usaha,  

b. kurang komitmennya 

mudharib dalam pembayaran 

atau bisa disebut kredit macet, 

c.  mudharib melakukan 

kecurangan seperti contoh 

dana yang diberikan tidak 

digunakan untuk hal yang 

semestinya (digunakan untuk 

hal-hal yang tidak 

berhubungan dengan 

usahanya),  

d. Tidak melaporkan hasil 

keuangan kepada shohibul. 

e. situasi kondisi pasar yang 

sering berubah-ubah 

Menurut Khan dan Habeeb 

Ahmad (2008 : 141) resiko dalam 

pembiayaan syariah sebagai 

berikut : 

Risiko dalam konteks 

perbankan syari’ah merupakan 

suatu kejadian potensial, baik 

yang dapat diperkirakan 

(anticipated) maupun yang tidak 

dapat diperkirakan (unanticipated) 

yang berdampak negatif terhadap 

pendapatan dan permodalan bank. 

Besar-kecilnya risiko kredit dalam 

perbankan islam dibandingkan 

perbankan konvensional 

tergantung pada faktor berikut: 
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Karakteristik risiko dalam 

pembiayaan, Karakteristik 

nasabah, Akurasi dalam 

menghitung potensi kerugian 

risiko kredit, dan Penerapan teknik 

pengurangan risiko. Risiko dalam 

pembiayaan mudharabah, 

terutama pada penerapannya 

dalam pembiayaan, relative tinggi, 

antara lain: side streaming, 

nasabah menggunakan dana yang 

diberikan, bukan seperti yang 

disebut dalam kontrak, lalai dan 

kesalahan yang disengaja; 

penyembunyian keuntungan oleh 

nasabah bila nasabahnya tidak 

jujur. 

3. Analisis Penanganan 

Pembiayaan Bermasalah pada 

BMT-NU Cabang Bareng. 

Dalam penganan pembiayaan 

bermasalah pada BMT-NU 

Cabang Bareng adalah dengan 

cara menganalisa dan 

mengevaluasi pembiayaan yang 

bermasalah di akad mudharabah. 

Dari BMT-NU Cabang Bareng 

sendiri  memiliki tahapan-tahapan 

dalam kasus ini yang pertama 

mudharib akan diberikan surat 

peringatan dari kantor, jika 

mudharib tidak merespon surat 

peringatan tersebut maka tindakan 

selanjutnya adalah memberikan 

surat panggilan, setelah itu 

masalah yang dihadapi akan 

dimusyawarahkan lagi dimana 

kendala mudharib, dengan 

menyanyakan tentang pembayaran 

seperti terlalu besarkah setoran 

yang dialami mudharib, terlalu 

pendek jangka waktu pembayaran,  

Semua akan dibahas secara 

bersama dan diakadkan lagi. 

Karena akad tersebut sudah rusak 

(pembiayaan bermasalah) jadi 

harus ada pengakadan ulang dalam 

pembiaayaan tersebut. 

Berdasarkan PBI No. 

13/9/PBI/2008 tentang perubahan 

atas PBI No. 10/18/PBI/2011 

Tentang Restrukturisasi 

Pembiayaan bagi Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

pembiayaan Mudharabah hanya 

dapat direstrukturisasi dengan 

cara: 

a. penjadwalan kembali 

(rescheduling),  yaitu 

perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban nasabah atau janka 

waktunya, dan 

b. persyaratan kembali 

(reconditioning), yaitu 
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perubahansebagian atau 

seluruh persyaratan 

pembiayaan tanpa menambah 

pokok kewajiban nasabah 

yang harus dibayarkan kepada 

bank, meliputi: 

1) pengurangan jadwal 

pembayaran 

2) perubahan jadwal angsuran 

3) perubahan jangka waktu 

4) perubahan nisbah dalam 

pembiayaan mudharabah 

5) perubahan proyeksi bagi 

hasil dalam pembiayaan 

mudharabah 

6) pemberian potongan 

c. penataan kembali 

(restructuring) yaitu 

perubahan persyaratan 

pembiayaan yang antara lain, 

meliputi ; 

1) penambahan dana fasilitas 

2) konversi akad pembiayaan 

 

IV. PENUTUP 

Setelah melakukan evaluasi 

prinsip bagi hasil, resiko dan 

penanganan pembiayaan bermasalah 

terhadap pembiayaan mudharabah 

BMT-NU Cabang Bareng, maka 

peneliti menemukan beberapa hal 

berikut ini: 

1. Prosedur terhadap pembiayaan 

mudharabah BMT-NU Cabang 

Bareng, maka peneliti menemukan 

kurang efektif. Hal tersebut 

dibuktikan dengan beberapa 

temuan berikut ini: 

a. Standar akuntansi syariah di 

BMT-NU Cabang Bareng 

belum sesuai. Khususnya pada 

pembiayaan akad mudharabah 

tentang bagi hasil. untuk 

pembagian keuntungan 

memang sesuai dengan 

kesepakatan akan tetapi 

berbeda dalam hal kerugian. 

Dalam hal kerugian disini 

dapat dilihat dimana mudharib 

(penerima dana) juga ikut 

bertanggung jawab atas 

kerugian yang terjadi baik itu 

kerugian yang tidak disengaja 

maupun disengaja oleh 

mudharib dengan prosentase 

60% dan 40%. Berdasarkan 

ketentuan akuntansi syariah 

jika terjadi kerugian maka 

mudharib lepas dari tanggung 

jawab masalah pendanaan. 

b. BMT-NU Cabang Bareng 

belum mempunyai tim khusus 

untuk memantau langsung 

laporan keuangan yang ada 
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pada mudharib. hal ini perlu 

diadakan untuk pengawasan 

dalam laporan keuangan 

mudharib untuk 

mengantisipasi dana yang 

diberikan BMT agar tidak 

disalah gunakan untuk 

keperluan diluar perjanjian, 

dimanipulasi keuntungan dari 

hasil usaha yang dilakukan 

mudharib. 
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